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 Penilitian ini mengkaji tentang Aparatur Sipil Negara dan patronase 
masyarakat kepulauan (studi kasus pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Di Desa 
Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana bentuk politik Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dan Patronase masyarakat kepulauan di Kecamatan Liukang Tupabiring 
Kabupaten Pangkep pada pemilihan gebernur  di Sulawesi selatan danApa dampak 
terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam patronase politik  di 
Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep dalam pemilihan gebernur di 
Sulawesi selatan.  
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penentuan informan peneliti 
menggunakan teknik snowball. Adapun analisis data yang digunakan disebut dengan 
interactive model, yakni reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan.Teori 
yang di gunakan yaitu teori patronaase dan netralitas birokrasi,   
  Hasil penelitian ini menunjuhkan bahwa Bentuk Politik Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dan Patronase Masyarakat  di Desa Mattiroombang Kecamatan Liukang 
Tupabiring Kabupaten Pangkep pada Pemilihan Gebernur  di Sulawesi Selatan. 
Adapun ASN yang mempunyai pengaruh dikecamatan Liukang dan menjadi seorang 
patron dikecamatan liukang mendukung salah satu calon di pemilihan Gubernur 
Sulawesi Selatan yang lalu, alasan ASN mendukung salah satu calon gubernur di 
karenakan mempunyai kedekatan emosionl dengan salah satu calon , Adapun dampak 
Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Patronase Politik  di 
Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Gebernur di 
Sulawesi Selatan yaituakan menindak dengan tegas ASN yang terbukti tidak netral 








A. Latar Belakang 
 Pilkada langsung atau Pemilihan umum Selian dianggap sebagai tonggak 
bersejarah dimana rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri secara langsung, 
Pilkada langsung juga dianggap sebagai sebuah prestasi dalam pembangunan 
demokrasi di negara ini.Oleh Prof Miriam Budiardjo mengandaikan pilkada 
langsung sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi, yang dimana 
pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat 
partisipasi serta anspirasi masyarakat.1 Dengan kata lain Pemilihan umun 
dianggap sebagai sarana masyarakat dalam menentukan pemimpin yang lebih 
baik untuk memenuhi kepentingan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.2 
 Yusuf Qardhawi, memandang demokrasi sebagai upaya memberikan 
beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Misalnya, pemilihan umum dan referendum umum, mendukung pihak mayoritas, 
menerapkan sistem multipartai, memberikan hak kepada minoritas untuk 
                                                             
 
1Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
2018), h. 67.  
 
2Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 





beroposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan.3 Dan diperkuat 
oleh firman Allah Q.S Mumtahanah/60: 8 sebagai berikut:  
 ُهو َُّشبَح َنأ ۡمُكِش َٰ ِد ه ِّم مُكىُجِشُۡخَ َۡملَو ِهَ ِّذلٱ ٍِف ۡمُكُىِلخ َُٰقَ ۡمَل َهَِزالٱ ِهَع ُ اللَّٱ ُمُكَٰىهۡىَ  الَّ ُّبُِحَ َ اللَّٱ اِنإ ۡۚۡمِه ُۡ َِلإ ْآُىطِسُۡقحَو ۡم
 ۡقُمۡلٱ َهُِطِس٨  
Terjemahnya:  
 “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap 
 orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
 mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
 yang berlaku adil”.4 
 Ayat di atas masih menerangkan tentang hukum bersikap loyal terhadap 
orang-orang-orang kafir.Ketika Allah mengharamkan hal ini, ternyata orang-orang 
beriman atau para sahabat ada yang masih memiliki kerabat yang masih kafir. 
Pada sisi lain, perintah untuk memusuhi kaum kafir yang diuraikan oleh ayat-ayat 
sebelumnya secara tersurat menunjukkan kesan bahwa semua non muslim harus 
di musuhi. Karena perintah dari iman dan sebagai bentuk taat terhadap panggilan 
Allah swt memberikan kabar gembira dalam surat yang mulia ini bahwa Allah 
maha kuasa untuk menjadikan di antara mereka dan kerabatnya yang kafir rasa 
saling mencintai. 
 Keberhasilan demokrasi di Barat adalah suatu proses sejarah yang panjang 
melalui revolusi sosial. Di Eropa dan Amerika sekitar tahun 1760-1800 terjadi 
penumbangan sistem kekuasaan pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, 
plutokrasi, dan oligarki.kemudian berubah menjadi sistem kekuasaan yang berasal 
                                                             
 
3Zamakh Syary, “Islam dan Demokrasi Dalam Pandangan Para Pemikir Muslim,”  Blog 
Zamakh Syary. http://zamakhsyary-selalusemangat.blogspot.com/2011/04/islam-dan-demokrasi-
dalam-pandangan.html. tanggal 04 mei 2018. 
 






dari kehendak rakyat.Ia disebut demokrasi pemerintahan atas kekuasaan rakyat, 
atau pemerintahan berasaskan kedaulatan rakyat.5  
 Pun juga demikian dengan perintah Allah swt yang tercantum dalam kitab 
suci AL-Qur‟an Asy Syura: 38, di perintahkan untuk umat muslim agar 
bermusyawara dalam menyelesaikan masalah. Berikut bunyi ayat Asy Syura: 38 : 
ُىقِفُىَ ُۡمه َٰىۡقَصَس ا امِمَو ُۡمَهى ُۡ َب ٰيَسىُش ُۡمهُشَۡمأَو َةٰىَل اصلٱ ْاىُماََقأَو ۡمِهِّبَِشل ْاُىباَجَخۡسٲَىَِزالٱَو َن٨٨  
Terjemahnya:  
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
 mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
 antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
 berikan kepada mereka”.6 
 Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah swt menyerukan agar umat islam 
mengesakan dan menyembah Allah swt. Menjalankan shalat fardu  lima waktu 
pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka haru diselesaikan 
dengan musyawarah. Rasulullah saw mengajak para sahabat agar mereka 
bermusyawarah selain masalah hukum yang di tentukan Allah swt. 
 Pemilihan umum menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang 
menjalankan sistem demokrasi. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara 
demokratis, misalnya Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu sebanyak dua 
kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai 
wakil rakyat di parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden yang duduk sebagai eksekutif. Pemilihan umum sendiri diatur langsung 
                                                             
 
5Georg Sorensen, Democracy and Democratization, terjemahan, Tadjuddin Noer Effendi, 
Demokrasi dan Demokratisasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 11. 
 
6Kementrian Agama RI, Al-quranI Al-karim dan Terjemahan, (Semarang: karya Toha 





Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:”Pemilihan Umum yang selanjutnya 
disebut pemilu adalah sarana  kedaulatan rakyat, anggota Dewan perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil  presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah,  yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7”
 Sehingga pemilu pada hakikatnya menjadikan rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan sepenuhnya, apa lagi yang menjalankan prinsip-prinsip 
demokrasi.Pemilihan umun sendiri secara subtansial merupakan sarana 
masyarakat dalam menentukan pemimpin yang lebih baik untuk memenuhi 
kepentingan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan H.R Muslim: 
َاىَث اذَح ُىَبأ   شَمْعَم َاىَث اذَح  ُذْبَع  ِدِساَىْلا َاىَث اذَح  ُُسوُىَ  ْهَع  ِهَسَحْلا  َلاَق ٍِىَث اذَح  ُذْبَع  ِهَمْح اشلا  ُهْب  َةَشُمَس  َلاَق  َلاَق ٍِل 
 ُلىُسَس  ِ االلّ ًالَص  ُ االلّ  ِهُْ َلَع  َمالَسَو َا   َذْبَع  ِهَمْح اشلا  َهْب  َةَشُمَس  َلَّ  َْلأْسَح  َةَساَم ِْلْا  ِْنإَف َاهَخُِطُْعأ  ْهَع   َتَلأْسَم  َجْلِكُو اَهُْ َِلإ 
 ِْنإَو َاَهخُِطُْعأ  ْهَع  ِْشَُغ   َتَلأْسَم  َجْىُِعأ َاهُْ َلَع اَِرإَو  َجْفَلَح ًَلَع  ِمَ  هُ   َجَْ َأََشف َاهَشُْ َغ اًشُْ َخ َاهْىِم  ِْثأَف ٌِزالا  َُىه  
     
8
   شُْ َخ  ْشِّفَكَو  ْهَع  َِكىَُِم  
Artinya:  
 “Abu Said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: rasulullah saw telah 
 bersabda kepada saya :Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut 
 kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa 
 minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika 
 dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas 
                                                             
 
7http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7- Tahun -2017-tentang 
Pemilu.pdf (Diakses pada tanggal 18-07-2018). 
 
8Al-Bayan, Sahih Bukhari Muslim, “hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam 





 bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah 
 untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, 
 maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (Bukhari, 
 Muslim”). 
 Sejalan dengan penulis buku Comparing Democracies: Elections and 
Voting in Global Perspective,  Lawrence LeDuc yang menjelaskan Pemahaman 
demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum yang bersifat terbuka 
dan adil. Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan 
pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat  
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Mengenai pengertian, pemilihan umum dimaksudkan sebagai sebuah 
lembaga politik yang mendorong (leads) dan mencerminkan banyak 
kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Meski pemilihan umum dan 
demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan umum yang 
bebas dan kompetitif tidak pelak lagi dipandang sebagai salah satu ciri kritis yang 
menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa demokratis.9 
 Sebelumnya ditahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah 
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah atau disingkat Pilkada pada saat itu. Pilkada pertama kali 
diselenggarakan pada bulan Juni 2005.Memasuki tahun 2015 dinamika politik di 
Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.Pilkada yang sebelumnya 
                                                             
 
9Affan Sulaeman, Demokrasi Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Jurnal Ilmu 





dilakukan secara sendiri-sendiri (tidak serentak) bertransformasi menjadi pilkada 
serentak.  Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya 
disingkat UU No.1 Tahun 2015) yang menegaskan bahwa: kedaulatan rakyat dan 
demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa 
perbaikan mendasar pada berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama 
ini telah dilaksanakan. Hal tersebut juga dipertegas oleh Miriam Budiarjo, dalam 
bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengatakan bahwa, amandemen UUD 1945 
yang dilakukan MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahun (1999-2002).  
 Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 
mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula , peranan anggota DPR 
sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, 
Pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh 
jaminan yang semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan 
pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pertama kali 
dilaksanakan tahun 2004.10 
 Beberapa bulan yang lalu Masyarakat Indonesia kembali melaksanakan 
pesta demokrasi yaitu pemilihan calon pemimpin yang diselenggarakan secara 
serentak di beberapa provinsi kabupaten kota. Tepatnya pada 27 Juni 2018, 
berdasarkan data dari Komisis pemilihan umum (KPU) pilkada serentak 2018 
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kembali digelar di 107 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota) di 
Indonesia.11 Namun yang menarik dari proses pimilhan tersebut adalah kala 
Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat dalam mensosialisasikan salah 
satubakal kepala daerah. PadahalKetentuan bagi PNS untuk bersikap netral telah 
diatur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian . Dalam Pasal 3, ayat 2 disebutkan bahwa pegawai negeri harus 
netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.12 
 Netralitas ASN sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi atau pemilihan 
kepala daerah. Namun fakta yang terjadi di lapangan seperti yang dilangsir 
kompas.com, yang mengabarkan bahwa ketua badan pengawasan pemilu 
(Bawaslu), Abhan, menyebutkan kurang lebih 500-an ASN tidak netral dalam 
proses demokrasi.13 Karenanya harus diakui bahwa kadang kala ASN ikut terlibat 
dalam proses demokrasi apalagi ada calon kepada daera incumbent atau keluarga 
dalam pilkada serentak yang dilaksanakan. Di daerah kabupaten Pangkep 
misalnya, lewat Panwaslu kabupaten Pangkep  mengabarkan bahwa Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan, “terdapat dua total surat terguran 
yang kami terima dari KANS, untuk 22 ASN selama pilgub dan keseluruhan 
merupakan surat teguran terbuka yang ditembuskan ke bupati untuk dilakukan 
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penindakan”.14 Pelanggaran yang dilakukan ASN Kabupaten Pangkep yang 
mendapat surat teguran langsung dari KASN tentunya telah melanggar undang-
undang nomor 5 trahun 2015 tentang ASN.Di kecamatan Liukang Tupabiring 
misalnya, beberapa warga masyarat mengaku terdapat ASN yang ikut serta dalam 
mensosialisasikan salah satu bakal calon gubernur sulsel di pilkada serentak 2018, 
oleh Ahmad warga kecamatan Liukang mengatakan, “memang benar saya 
memperhatikan nahwa terdapat ASN yang ikut serta mensosialisasikan salah satu 
bakal calon gubernur sulsel”. Diketahui di Desa Mattiro Bombang  Kecamatan 
Liukang Tupabiring Kabupaten pangkeng merupakan salah satu kecamatan 
berbentuk kepulaun di pangkep. Keterlibatan ASN Kabupaten Pangkep 
Kecamatan Liukang Tapabiring Desa Mattiro Bombang dalam mensosialisasikan 
salah satu bakal calon gubernur menjadi hal yang menarik, pasalnya terdapat 
undang-undang yang mengatur ASN untuk tidak memberi keberpihakan politik 
kepada salah satu bakal calon gubernur sulsel di pilkada serentak mendatang. 
B. Rumusan Masalah 
 Untuk memberikan arah yang jelas tentang penjelasan pembahasan atau 
analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan 
beberapa rumusan masalah: 
a. Bagaimana bentuk politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Patronase 
masyarakat kepulauan di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten 
Pangkep pada pemilihan gebernur  di Sulawesi selatan ? 
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b. Apa dampak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam 
patronase politik  di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep 
dalam pemilihan gebernur di Sulawesi selatan ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
a. Ingin mengeahui politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan patronase 
masyarakat kepulauan di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten 
Pangkep pada pemilihan gebernurdi Sulawesi selatan ? 
c. Ingin mengetahui dampak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
terlibat dalam patronase politik  di Kecamatan Liukang Tupabiring 
Kabupaten Pangkep dalam pemilihan gebernur di Sulawesi selatan ? 
D. Manfaat Penelitian  
 a. Manfaat akademik  
1. Diharapkan dapat memberi manfaat dan berkontribusi dalam menambah 
dan memperkaya khazana kajian ilmu politik khususnya terkait Netralitas 
Pemerintah netralitas pemerintah kecamatan LiukanTupabiring Desa 
Mattiro BombangKabupaten Pangkep di pilkada serentak 2018. 
2. Memberi sumbangan dalam bidang perilaku politik pemerintah netralitas 
pemerintah kecamatan Liukan Tupabiring kabupaten Pangkep di pilkada 
serentak 2018 





a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu politik dan 
dapat menjadi referensi penting dalam penelitian yang membahas 
Netralitas pemerintah di pilkada mendatang. 
b. dapat memberi kejelasan tentang netralitas pemerintah kecamatan Liukan 
Tupabiring kabupaten Pangkep di pilkada serentak 2018. 
E. Deskripsi Focus 
 Focus penelitian ini menganalisa persoalan Aparatur sipil negera dan 
Patronase masyarakat kepulauan studi kasus pemilihan Gubernur di Sulawesi 
Selatan Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten 
Pangkep 
F.Tinjauan karya Terdahulu 
1. Tesis yang ditulis Dwi Kumaryanto berjudul “Analisis Yuridis Netralitas 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)” yang bertujuan untuk 
mengetahui: (1) hasil analisis terhadap ketentuan mengenai netralitas 
Pegawai Negeri Sipil; (2) upaya penegakkan hukum terkait dengan 
netralitas pegawai negeri sipil ; dan (3) dampak yang ditimbulkan adanya 
ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kudus. Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang jelas terkait netralitas Pegawai Negei Sipil 
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kudus. 





Pemerintah, untuk melakukan peninjauan atas kebijakan kepegawaian, 
khususnya menyangkut pengangkatan dalam jabatan bagi Pegawai Negei 
Sipil dan dalam merancang kebijakan mengenai proses pemilihan kepala 
daerah yang secara tegas menutup kemungkinan ketidaknetralan Pegawai 
Negei Sipil. Di dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan 
digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 
Jadi penelitian ini tidak hanya sekedar mengulas hal yang terkait dengan 
normatif, namun juga yang menyangkut segi empiris. Untuk keperluan 
analisis penelitian, maka data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas yang selanjutnya disusun sebagai laporan tesis 
yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Netralitas dalam PNS adalah ketidakterlibatan secara langsung atau tidak 
langsung PNS dalam kegiatan pemilu Presiden dan Legiglatif serta dan 
pemilu kepala daerah. (2) Penjatuhan hukuman secara tegas bagi PNS 
yang terbukti terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemilu Presiden 
dan Legiglatif serta dan pemilu kepala daerah. Dan (3) Dalam pemilihan 
umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus ditemukan juga kasus pegawai 
negeri sipil yang tidak netral. Namun demikian kasus ini di “tutup” 
sehingga permasalahan tidak mencuat.15 
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2. Dalam tesis yang ditulis Widuri Wulandaryang berjudul Netralitas 
Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015.dimana Aparatur Sipil Negara 
sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggarakan tugas 
negara, pemerintahan dan pembangunan. ASN harus bersikap netral dari 
pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, Kabupaten 
Bantul ikut serta dalam merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 
Desember 2015. Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan dan 
mendapatkan laporan ada 15 ASN yang tidak netral. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta 
mengenai permasalahan netralitas ASN di Kabupaten Bantul pada pilkada 
serentak 2015. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Panwaslu 
Kabupaten Bantul dan BKD Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk 
melengkapi data dalam penelitian ini.  
Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa kampanye, dan selama masa 
kampanye.Jumlah ASN yang tidak netral 15 orang yang sebagian adalah 
kepala SKPD. Selain hadir dalam deklarasi pencalonan calon incumbent¸ 
ASN juga hadir pada acara syukuran SP3 Drs.HM. Idham Samawi di 





menyampaikan latar belakang salah satu kandidat pilkada, acara panen 
raya yang dihadiri calon incumbent dan Kepala Dinas Pertanian dan 
Kehutanan Kabupaten Bantul yang melakukan acara ceremonial potong 
padi. Tentu keterlibatan dan keberpihakan ASN di pilkada 2015 ini 
dikarenakan adanya calon incumbent.Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu 
Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi atau hukuman displin 
kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan 
perundangundangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih tegas dalam 
menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini.16 
3. Skripsi dengan judul, “Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik 
di Kabupaten Wajo” oleh Andi Muhammad Yusuf. Skripsi ini merupakan 
penelitian yang berisi penggambaran dan telaah mengenai kaitan aspek 
historitas dengan praktik politik orang Bugis Wajo dalam berpolitik. Salah 
satu dimensi yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah bangunan 
struktur masyarakat Wajo yang dipelajari dari rangkaian sejarah untuk 
menemukan aspek yakni status tradisional yang menjadi salah satu 
komponen dalam budaya politik dan setidaknya cukup mempengaruhi 
bagaimana praktik politik yang dilakukan orang Bugis Wajo.17 
4. Jurnal dengan judul, “Eksplorasi atas Praktik dan Nilai-Nilai Demokrasi 
dalam Kerajaan Wajo‟ Abad Ke-15/16 dan Kompatibilitasnya dengan 
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sistem Demokrasi Modern” oleh Wahyuddin Halim, Tulisan ini menggali 
praktik nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dari kerajaan Bugis 
tradisional Wajo‟ di Sulawesi Selatan selama era kejayaannya pada sekitar 
akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Lama sebelum nilai-nilai yang 
kurang lebih sama dipraktikkan di Eropa pada abad ke-18, nilai-nilai 
tersebut telah menjadi sistem kerajaan di Wajo‟, dan membuatnya menjadi 
kerajaan yang cukup unik di antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar 
lainnya di bagian selatan Pulau Sulawesi. Dalam karya Wahyuddin Halim 
dikutip bahwa beberapa sarjana telah menyebut Wajo‟ sebagai „kerajaan 
aristokratik demokratis, „republik aristokratis‟ (Mattulada, 1991) dan 
„kerajaan demokratis‟.18 
5. Jurnal penelitian Muchid Albintani, dengan judul, “Budaya Demokrasi 
Sulawesi Selatan: Perspektif Strukturasi.”Penelitian ini disajikan dalam 
upaya untuk memahami hubungan antara budaya dan demokrasi di era 
kontemporer [reformasi politik] dalam perspektif Penataan di Sulawesi 
Selatan.Hubungan budaya dan demokrasi sebagai sistem politik menjadi 
era penting dari reformasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, 
budaya politik dapat menjadi model untuk rekonstruksi perilaku politik 
yang demokratis, terutama apa yang tumbuh dan dikembangkan oleh nilai-
nilai masyarakat setempat, seperti di Sulawesi Selatan. Dari budaya ini 
bisa menjadi fondasi untuk membangun demokrasi 'model' 
lokal.Berdasarkan topik ini, maka penelitian ini ditujukan untuk, 1. 
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Mengidentifikasi dan menganalisis interaksi "budaya demokrasi" dari 
instrumen-instrumen di Sulawesi Selatan kontemporer. 2. Merumuskan 
budaya demokratis kontemporer di Sulawesi selatan.19 
 
 
G. Perbedaan penelitian terdahulu 
 Penelitian ini menjelaskan bagimana keterlibatan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten 
Pangkep pada pemilihan gebernur  di Sulawesi selatan, Keterlibatan ASN 
kabupaten pangkep kecamatan Liukang Tapabiring dalam mensosialisasikan salah 
satu bakal calon gubernur menjadi hal yang menarik, pasalnya terdapat undang-
undang yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memberi 
keberpihakan politik kepada salah satu bakal calon gubernur Sulawesi selatan, 
Pelanggaran yang dilakukanAparatur Sipil Negara(ASN) Kabupaten Pangkep 
yang mendapat surat teguran langsung dari Komisi Aparatur Negara(KASN) 
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A. Teori-Teori  
1. Teori patronase Politik 
 Istilah „patron‟ berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara 
etimologis berarti „seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan 
pengaruh.Sedangkan klien berarti „bawahan‟ atau orang yang diperintah dan yang 
disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua 
kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, 
kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan 
yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi 
(superior).Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada 
dalam posisi untuk membantu klienkliennya. Pola relasi seperti ini di Indonesia 
lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan 
kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau 
extended family. Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung 
jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, 
tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis.Pada tahap selanjutnya, klien 
membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada 
patron.20Dalam pengertian lain, menurut Kuper, patronase bisa juga diartikan 
sebagai pendistribusian sumber daya yang berharga berdasarkan kriteria politik. 
Ada patron yang memiliki kekuasaan dan ingin mempertahankannya, dan pada 
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sisi lain ada klien yang berada pada posisi subordinat. Patron memerlukan 
dukungan suara dan dukungan politik dalam berbagai bentuk yang pada ujungnya 
terjadi hubungan transaksional.Dampak buruk dari sistem patron inilah, dalam 
konteks birokrasi, mendorong tindakan ilegal dari politisi maupun PNS untuk 
melakukan hubungan saling menguntungkan dan kewajiban membayar hutang 
politik kepada patron yang mengindahkan kepentingan publik.21 
 Maswadi Rauf melihat hal sama. Menurut Maswadi Rauf dalam faktor 
penting dalam kelompok patron klien ini adalah hubungan kekuasaan. Patron 
adalah orang yang mempunyai kekuasaan terhadap klien karena ia mempunyai 
kelebihan dalam hal kemampuan dibandingkan dengan para kliennya. 
Kemampuan tersebut adalah pengaruh dan sumber kebutuhan hidup politik dan 
birokrasi: kliennya. Patron adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi 
dan terpandang dalam masyarakat dan pemerintahan sehingga mempunyai 
pengaruh terhadap sejumlah besar orang lain dalam masyarakat. Disamping itu 
mempunyai sejumlah harta benda dan kuat secara finansial.Dengan modal ini 
seorang patron dapat menarik sejumlah klien yang membutuhkan 
bantuannya.Sebaliknya para klien membalas pemberian patron dengan 
memberikan dukungan dan pelayanan terhadap patron.22Dalam banyak kasus, 
patronase politik berjalan tidak demokratis dan fungsional. Patron politik 
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi para pendukungnya, dengan 
cara menseleksi sekelompok kecil pendukung untuk menerima distribusi sumber 
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daya publik. Hal ini dilakukan untuk tujuan meningkatkan perolehan suara pada 
pemilihan berikutnya tanpa memperdulikan berbagai sumber administratif, aturan 
hukum serta kriteria pelaksanaan.Loyalitas politik klien lebih menjadi faktor 
pertimbangan daripada persoalan kompetensi, serta hak.hak dan kebutuhan 
warganegara. Dampak buruk dari patronase politik adalah potensi yang 
mendorong tindakan ilegal dan korupsi dengan cara mengeksploitasi sumber 
daya-sumber daya publik dan dipakai sebagai sarana penyuapan. Hubungan 
patronase menciptakan ketergantungan dan hutang politik yang harus dibayarkan 
oleh individu kepada patron dalam berbagai bentuk dan kerap kali dipaksa untuk 
berbuat ilegal tanpa mengindahkan hak-hak public.23 
2. Netralitas Birokrasi 
 Dalam pustaka ilmu administrasi dikenal tiga orang pakar yang senantiasa 
dijadikan rujukan dalam membahas tentang netralitas birokrasi, yaitu Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, dan Max Weber. GWF Hegel (1770-1831) 
adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir 27-8- 1770 di Stuttgart, Jerman 
dan wafat 14-11-1831 pada umur 61 tahun. Pengaruhnya sangat luas terhadap 
para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya (F. H. Bradley, 
Sartre, Hans Küng, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx), dan mereka yang 
menentangnya (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling). 
Menurut Hegel, sebagai perantara kepentingan khusus dengan kepentingan umum, 
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antara kepentingan sosial dan politik masyarakat dengan pemerintah, birokrasi 
seharusnya netral.24 
 Menurut Hegel, administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan 
antara negara dengan masyarakat rakyatnya (the civil Society). Masyarakat rakyat 
ini terdiri atas para profesional dan pengusaha yang mewakili dari berbagai 
kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingankepentingan 
umum.Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara 
(medium) yang memungkinkan pesanpesan dari kepentingan khusus tersebut 
tersalurkan ke kepentingan umum. Birokrasi Hegel meletakkan pengertiannya 
dengan me-lawankan antara kepentingan khusus dan umum Sebagai perantara, 
birokrasi menurut Hegel seharusnya netral.25 
 Sementara itu, Menurut Marx, negara itu tidak mewakili kepentingan 
umum.Akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan.Dari 
perspektif ini maka birokrasi itu sebenarnya merupakan perwujudan kelompok 
sosial yang amat khusus. Lebih tepatnya birokrasi itu menurut marx merupakan 
politik dan birokrasi: masalah netralitas birokrasi di indonesia era reformasi, suatu 
instrumen di mana kelas dominan melaksanakan dominasinya atas kelas sosial 
lainnya. Dalam hal ini, jelas masa depan dan kepentingan birokrasi menurut 
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konsep marx pada tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengan kelas 
yang dominan dalam suatu negara.26 
 Ilmuwan lain Max Weber, melihat birokrasi atau aparat pemerintah 
merupakan unsur penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari organisasi 
pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan alat untuk mencapai tujuan 
tertentu dalam suatu negara.Oleh karena itu perhatian Weber tertuju pada struktur 
yang diatur secara normatif dan punya mekanisme untuk mempertahankan 
struktur tersebut.Selanjutnya, dalam pandangan Weber, birokrasi ini bisa terjadi 
baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.Di suatu 
perusahaan birokrasi bisa terjadi. Demikian pula, di suatu organisasi yang besar 
birokrasi akan terjadi. Birokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur 
organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan 
efektif.Dalam kontek ini birokrasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
birokrasi pemerintah yaitu pegawai negeri dari pejabat eselon atau jabatan 
structural sampai jabatan fungsional yang langsung berhadapan dengan 
masyarakat.27 
 Model birokrasi Weberian yang selama ini dipahami merupakan sebuah 
mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang 
ingin dicapai.Dengan demikian setiap pegawai dalam birokrasi pemerintah 
merupakan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kaitan dengan 
kepentingan pribadi.Oleh karena itu setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai 
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tanggug jawab publik kecuali pada bidang tugas yang dibebankan kepadanya. 
Sepanjang tugas dan tanggung jawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai dengan 
proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi 
pemerintah telah diwujudkan. Pandangan seperti ini menjadikan birokrasi 
bertindak sebagai instrumen yang profesional, netral dari pengaruh kekuasaan dan 
kepentingan politik tertentu.28 
 Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dalam pemikiran Weber 
dikenal sebagai konsep konservatif bagi para pemikir pada zaman itu.Weber 
menganggap bahwa birokrasi dibentuk harus independen dari kekuatan politik, 
artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral.Netralitas 
birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari 
kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat 
secara keseluruhan.Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, 
birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.29 
 Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara 
dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, 
dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik 
praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan. Ada 
beberapa tipe birokrasi ideal yang ditawarkan oleh Weber. 
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya 
manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam 
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jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan 
dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.  
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan 
ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula 
yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.  
3. tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik 
berbeda satu sama lain. 
4. setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian 
tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang 
dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kontrak.  
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya 
hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.  
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun 
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat 
bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai 
dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.  
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi 
berdasarkan senioritas dan merita sesuai dengan pertimbangan yang 
obyektif. 
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan 
resources instansinya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya.  
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem 





 Butir-butir tipe ideal yang ditawarkan oleh Weber di atas mestinya dapat 
dijadikan acuan dalam menciptakan model birokrasi yang ideal, 
professional,efisien, dalam menjalankan tugas pemerintahan. Birokrasi Weberian 
banyak juga diartikan sebagai fungsi biro.Suatu biro merupakan jawaban yang 
rasional terhadap serangkaian tujuan yang telah ditetapkan.Ia merupakan sarana 
untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Seorang birokrat tidak seyogyanya 
menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut.Penetapan tujuan 
merupakan fungsi politik dan merupakan wewenang pejabat politik.Oleh karena 
itu birokrasi adalah suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang 
dibuat oleh pejabat politik. Oleh karena ia sebuah mesin, mestinya birokrasi tidak 
memiliki kepentingan pribadi. Ia tidak memiliki tanggung jawab politik, kecuali 
kepada bidang tugas yang dibebankan kepadanya.30 
 Sedangkan menurut Sondang P Siagian birokrasi harus netral, artinya 
prinsip ini diinterpretasikan dengan mengatakan bahwa birokrasi pemerintah 
harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya , terlepas dari pengaruh partai politik 
manapun yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum. Interpreteasi 
demikian dianggap tepat sepanjang partai politik yang berkuasa tetap berpegang 
teguh pada tujuan negara yang bersangkutan dan mengoperasionalkan mekanisme 
kerja, sehingga berbagai upaya pencapaian tujuan berlangsung dengan 
efektif,efisien,dan produktif. Persoalannya menjadi lain apabila ada indikasi par-
pol yang berkuasa hendak mengubah filsafat negara,tujuan nasional, dan sistem 
politik yang sudah ditentukan dan sejak semula disepakati. Dalam situasi 
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demikian, yang harus menonjol tentunya peran birokrasi selaku aparatur negara 
dan interpretasi yang tepat tentang netralitas adalah mempertahankan 
ideologi,negara,tujuan nasional, serta bekerja keras.31 
 Lebih lanjut Sondang mengatakan bahwa netralitas tidak boleh 
diinterpretasikan sebagai sikap ”menurut secara membabi buta”, misalnya jika 
terjadi pergantian partai politik yang memegang tampuk pemerintahan karena 
menang dalam suatu pemilihan umum dan partai politik tersebut menentukan 
suatu kebijakan yang berakibat pada perubahan radikal dalam hal eksistensi 
negara, teori modern mengajarkan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh netral 
terhadap kebijakan demikian. Tegasnya jika eksistensi dan keutuhan negara 
sebagaimana dimaksud oleh para pendiri negara terancam, aparatur pemerintah 
justru tidak boleh bersikap netral melainnkan harus berada di garis depan untuk 
membela dan menjamin keutuhan Negara.32 
 Dalam konteks Indonesia, Nafas dari birokrasi ideal seperti yang diuraikan 
di atas sebenarnya telah sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh 
pemerintah sejak awal reformasi.Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam 
pemerintahan. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur:33 
1. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, 
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jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, 
dan pembangunan;  
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam 2) ayat (1), 
pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai 
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.  
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana 3) dimaksud 
dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau 
pengurus partai politik. 
 Dalam penjelasan butir 6 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa 
dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri dari pengaruh partai politik dan 
untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai negeri, serta 
dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibe-
bankan kepadanya, maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus 
partai. Oleh karena itu pegawai negeri yang menjadi anggota partai politik harus 
diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.34Dalam UU No.43 Tahun 1999 
tentang Kepegawaian Negara bab I pasal 1 disebutkan bahwa “Pegawai Negeri 
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pegawai Negeri inilah yang 
kemudian sering kita sebut sebagai birokrasi di Indonesia.Secara umum Pegawai 
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Negeri ini terbagi menjadi 3, yatu (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) Anggota 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan (3) Anggota Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI).35 
3. Teori Bentuk – Bentuk Politik 
Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni 
polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).36 Dalam negara- 
kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan 
(kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya,  Politik yang berkembang di 
Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu 
dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. 
Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak 
dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles 
menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik 
(polity) yang terbaik.37 Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para 
filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis 
dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran- pemikiran 
politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf 
tersebut. 
Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara 
berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang 
politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang 
                                                             
 
35
 M. Adian Firnas, Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era 
Reformasi, (Jurnal Review Politik Volume 06, No 01 Juni 2016) h.168. 
36
 Hidajat Imam.  Teori-Teori politik. ( Malang: Setara press 2009 ). h2. 
37
 Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka 





berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat 
tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang 
sifatnya otoritatif dan koersif. 38Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan 
proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen 
otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa 
yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa 
tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, 
definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat 
politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa 
dalam pembuatan keputusan publik.  
Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew 
Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang 
bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-
peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas 
dari gejala konflik dan kerja sama.39Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood 
secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses 
interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara 
individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan 
kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing- masing kelompok saling 
mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan 
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kepentingan kelompok tertentu. Konflik dan kerja sama dalam suatu proses 
pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan 
sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan.  
a. Sistem Politik 
Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga- lembaga 
dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah 
tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber 
(resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan- kebijakan yang bersifat 
otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Dari definisi 
tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari 
masyarakat politik (polity) untuk membuat suatu keputusan politik.40 
Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi- 
fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun 
kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk 
Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari 
tiga unsur, diantaranya yaitu (1) sistem politik menetapkan nilai (dengan cara 
kebijaksanaan), (2) penetapannya besifat paksaan atau dengan kewenangan, dan 
(3) penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara 
keseluruhan.60 Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menunjukkan adanya 
unsur, (1) pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam 
bermacam-macam badan politik, (2) kebijakan yang mencakup pembagian atau 
pendistribusian barang-barang materiil dan immateril untuk menjadi 
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kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara 
mengikat, (3) penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan 
paksaan fisik secara legal, dan (4) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap 
masyarakat baik ke dalam maupun ke luar.41 
b. Proses politik 
proses politik (the Political Process Theory) lebih banyak memfokuskan 
kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu 
gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang 
dominan.72 Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya 
perubahan sosial. Proses politik (political process) adalah mengacu kepada suatu 
keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik 
dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri42 
Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau 
jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik 
sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat 
yang saling beroposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali 
sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta 
antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam 
kehidupan manusia sehari-hari.  
Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam 
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mengatur hubungan antara satu sama lain.  Dalam interaksi antara satu sama lain, 
proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem 
dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan 
serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian 
diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan 
dipengaruhi oleh lingkungan sosial.43 
Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan 
masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga 
kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih 
umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang 
dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.44Dengan demikian, proses politik 
erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan 
dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif. 
Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus 
pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-
organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran 
c. Demokrasi 
Pada hakikatnya, demokrasi adalah suatu konsep politik, yaitu konsep 
kemasyarakatan yang mengacu kepada masalah makro penyelenggaraan negara. 
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 Pengertian demokrasi paling klasik dan masih diakui akurasi definisinya 
sampai sekarang adalah pengertian demokrasi saperti disampaikan pada masa 
Yunani Kuno, di mana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan atau rakyat, 
yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.80 Semua konsep ini memakai 
istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau 
government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein 
berarti kekuasaan/berkuasa).46 
Berdasarkan deskripsi di atas, rakyat memiliki peranan penting terhadap 
penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Di zaman Yunani Kuno, demokrasi 
yang diterapkan adalah demokrasi langsung (direct democracy). Menurut Dahl, 
dalam pandangan Yunani Kuno secara umum, tata-demokrasi hanya tercipta jika 
terpenuhi enam syarat. 47Pertama, warga negara harus serasi (harmonis) dalam 
kepentingan sehingga mereka mempunyai rasa yang kuat untuk mendahulukan 
kepentingan umum. Kedua, warga negara harus homogen dalam berbagai hal. 
Ketiga, jumlah warga negara (warga polis) harus kecil. Keempat, warga negara 
harus dapat berkumpul dan secara langsung menetapkan undang-undang. 
Kelima, partisipasi warga negara tidak terbatas pada pertemuan majelis untuk 
menetapkan undang-undang dan kebijakan, tetapi juga harus aktif dalam 
memerintah polis. Keenam, negara-kota itu harus tetap otonom. Keenam syarat 
yang diajukan oleh Dahl di atas tentu saja merupakan gambaran utuh demokrasi 
pada zamannya di Yunani Kuno. Namun dalam perkembangannya, tak semua 
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syarat tersebut relevan dengan situasi dan kondisi terkini khususnya jika 
diterapkan di negara dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah 
yang.luas. Oleh sebab itu, meskipun demokrasi langsung dianggap sebagai 
demokrasi yang nyata, namun tak selamanya berjalan secara efektif dan efisien 
bagi negara-negara modern. Karena itu ciri demokrasi modern adalah demokrasi 
tidak langsung, yaitu sistem perwakilan.  
Namun jika dicermati lebih dalam, demokrasi yang secara umum ditafsirkan 
sebagai “rakyat yang berkuasa” merupakan bentuk konsensus antar individu 
dalam suatu pemerintahan. Di satu sisi, rakyat membuat permufakatan untuk 
membentuk suatu pemerintahan bersama yang dapat menjamin terpenuhinya 
hak-hak dasar setiap individu untuk mencapai sebuah kebaikan. Di sisi lainnya, 
rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan- keputusan pemerintahan 
yang dibentuk selama penyelenggaraannya didasarkan pada kehendak rakyat. 
Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (common 
desire) yang direpresentasikan oleh negara harus sesuai dengan ide negara 
tentang kebaikan bersama (common good). Sebaliknya, konseptualisasi 
demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga negara 
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan negara harus 
sesuai dengan kehendak rakyat.48 Dengan demikian, demokrasi sejatinya 
menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk 
menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya negara 
demokrasi menghormati nilai-nilai HAM, yakni kemedekaan berpikir dan 
                                                             






mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, 
kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan 
lain-lain. 
d. Partisipasi  
Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. 
Selain itu, partisipasi dapat dikatakan sebagai mesin penggerak demokrasi 
maupun suatu sistem politik. Pandangan umum mainstream yang berkaitan 
dengan relasi partisipasi dan demokrasi adalah semakin tinggi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam mempengaruhi suatu keputusan publik, maka semakin 
berkualitas demokrasi di negara tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan M. 
Nelson menafsirkan partisipasi politik adalah kegiatan warga yag bertindak 
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 
terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 
kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.49 Definisi tersebut secara 
tersurat menganggap aksi-aksi kekerasan dan ilegal dalam mempengaruhi 
keputusan pemerintah sebagai sebuah bentuk partisipasi meskipun bisa saja aksi-
aksi yang demikian mengganggu kepentingan umum. 
Partisipasi politik pada intinya adalah keterlibatan individu-individu dalam 
mempengaruhi keputusan pemerintah. Individu-individu yang terlibat dalam 
proses pembuatan keputusan publik pada umumnya sadar bahwa keputusan 
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pemerintah akan berimplikasi terhadap dirinya entah secara langsung atau tidak 
langsung. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, 
yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka50 
Merujuk pada The 1995-1997 World Value Survey, Charles Andrain dan 
James Smith mengelompokkan tiga bentuk partisipasi.51 Pertama adalah 
partisipasi yang lebih pasif. Di dalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari 
keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik 
sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering 
berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang 
lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat di 
dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (voluntary 
associations) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pecinta 
lingkungan, organisasi profesi dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi 
yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, 
melakukan boikot, dan demokstrasi. Di sisi lainnya, Ramlan Surbakti 
menyederhanakan bentuk partisipasi menjadi partisipasi pasif dan partisipasi 
aktif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul 
mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang 
berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan 
perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin 
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pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi 
pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan 
saja setiap keputusan pemerintah.52 
Sementara itu, Milbarth dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa 
kategori.93 Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik 
diri dari proses politik. Kedua, spektator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya 
pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya, mereka 
yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis 
mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis 
masyarakat. Keempat, pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak 
konvensional. 
e. Desentralisasi 
Desentralisasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara sempit, 
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat 
kepada daerah otonom. Rondinelli dan kawan-kawan lebih luas lagi 
mengungkapkan jenis desentralisasi, diantaranya yaitu (1) deconcentration 
(penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab admnisitrasi kepada 
tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), (2) 
delegation (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada 
organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung 
dikontrol oleh pemerintah pusat), (3) devolution (pembentukan dan penguatan 
unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial 
                                                             





berada di luar kontrol pemerintah pusat), dan (4) privatization (memberikan 
semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi semua organisasi non pemerintah atau 
perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).53 
Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti 
merestrukturisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu 
sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat 
pusat, regional, maupun lokal. Sehingga meningkatkan kualitas dan keefektifan 
yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga menigkatkan otoritas dan 
kapasitas sub nasional. Desentralisasi dapat juga diharapkan untuk  mendukung 
elemen-elemen pokok pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, 
sosial, dan politik. Membantu dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan 
meningkatkan kepekaan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. 54 
Tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah 
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public 
good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembangunan ekonomi di daerah.98 Muluk menerangkan lebih jauh bahwa 
desentralisasi memiliki manfaat bagi demokrasi nasional dan manfaat bagi 
daerah.99 Manfaat bagi demokrasi nasional diantaranya yaitu terciptanya ruang 
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bagi pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan politik, dan penciptaan 
stabilitas politik. Sedangkan manfaat bagi daerah diantaranya yaitu adanya 
persamaan politik, meningkatkan daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas, dan 
penyebaran kekuasaan. Namun di sisi lainnya, kelompok Marxist memiliki 
pandangan pesimis terhadap desentralisasi karena akan banyak rintangan yang 
tak dapat diselesaikan oleh desentralisasi khususnya dalam hal distribusi 
keadilan. Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang 
menyebabkan demokrasi tingkat lokal akan mengalami kegagalan. Adapun 
kerugian desentralisasi menurut pandangan Marxist diantaranya yaitu (1) 
pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan 
menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara 
finansial, (2) penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal, 
(3) memunculkan kaum kapitalis lokal, (4) ketidakadilan dalam konsumsi 
kolektif antar wilayah, dan (5) banyak rintangan terhadap demokrasi.55 Terlepas 
dari manfaat dan kerugian di atas, desentralisasi dianggap sebagai alternatif 
untuk mempercepat pembangunan di dunia ketiga. Secara teoritis, desentralisasi 
dan otonomi daerah diharapkan bisa mempromosikan demokrasi lokal, 
membawa negara lebih dekat kepada masyarakat, menghargai identitas lokal 
yang beragam, memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan dengan 
kebutuhan lokal, membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, memperkuat 
partisipasi masyarakat lokal, dan seterusnya. 
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f. Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara 
federasi.102 Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari penerapan 
desentralisasi. Dengan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintahan lokal akan berimplikasi terhadap pembagian tanggung 
jawab pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi lokal, 
peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat 
setempat. Responsivitas terhadap permasalahan lokal akan semakin cepat 
terwujud jika pemerintah memiliki hak otonom dalam mengelola 
pemerintahannya. Persoalan-persoalan lokal yang dulunya seringkali diabaikan 
dengan alasan demi menjaga kepentingan nasional atau dianggap tradisional, 
kini justru menarik perhatian.56 
Desentralisasi dan otonomi daerah sangat menekankan signifikansi 
keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi beneficiaries 
setiap pengaturan dan pelayanan pemerintah.105 Dengan kata lain, otonomi 
daerah menuntut pemerintah lokal agar mengedepankan aspek kebutuhan 
masyarakat setempat. Aspek tersebut paling tidak mencakup tiga hal, yaitu (1) 
harapan masyarakat, (2) masalah yang dihadapi masyarakat, dan (3) sumber daya 
yang dimiliki masyarakat.106 
Adapun ciri-ciri daerah otonom menurut Hossein adalah (1) berada di luar 
hierarki organisasi pusat, (2) pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi 
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masyarakat, (3) tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, 
tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, (5) mengandung integritas sistem, 
memiliki batas-batas tertentu (boundaries) serta memiliki identitas. potensi lokal, 
peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat 
setempat. Responsivitas terhadap permasalahan lokal akan semakin cepat 
terwujud jika pemerintah memiliki hak otonom dalam mengelola 
pemerintahannya.Persoalan-persoalan lokal yang dulunya seringkali diabaikan 
dengan alasan demi menjaga kepentingan nasional atau dianggap tradisional, 
kini justru menarik perhatian.   
Desentralisasi dan otonomi daerah sangat menekankan signifikansi 
keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi beneficiaries 
setiap pengaturan dan pelayanan pemerintah.Dengan kata lain, otonomi daerah 
menuntut pemerintah lokal agar mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat 
setempat. Aspek tersebut paling tidak mencakup tiga hal, yaitu (1) harapan 
masyarakat, (2) masalah yang dihadapi masyarakat, dan (3) sumber daya yang 
dimiliki masyarakat.57 
Adapun ciri-ciri daerah otonom menurut Hossein adalah (1) berada di luar 
hierarki organisasi pusat, (2) pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi 
masyarakat, (3) tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat,( 
4) tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, (5) mengandung integritas sistem, 
memiliki batas-batas tertentu (boundaries) serta memiliki identitas. 
 
                                                             























































A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk melihat praktek 
demokrasi Kabupaten Pangkep Kecamatan Liukang Tapabiring Desa Mattiro 
Bombang.Menggunakan penelitian metode deksriptif sangat membantu untuk 
menggambarkan,meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 
fenomena realitassosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek 
penelitian. 
Bodgan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah 
metode yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati.58Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah 
dipahami (understandable) dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis 
baru.59 
Menurut Lexi J. Moleong, Penelitian kualitatif yakni penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 
holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
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konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.60 
 Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian 
ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari 
permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk 
mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas 
dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka alasan peneliti dalam 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Netralitas Pemerintah 
Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tapabiring Kabupaten Pangkep di 
pilkada serentak 2018 (studi kasus Pilgub sulsel). 
 Lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep Kecamatan Liukang Desa Mattiro 
Bombang yang menjadi objek penelitian mengenai, Aparatur Sipil Negara dan 
Patronase Masyarakat Kepulauan (Studi Kasus Pemilihan Gebernur Sulawesi 
Selatan Di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Kabupaten Pangkep). 
B. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
g. Wawancara 
 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
 ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah 
                                                             






 informannyasedikit/kecil.61Dalam hal ini subyek penelitian (informan) 
 adalah mereka yangdianggap dapat memberikan informasi yang memadai 
 berkaitan dengankondisi sosial, sejarah, dan beberapa peristiwa-peristiwa 
 politik dalamkaitannya dengan konteks kebudayaan dan demokrasi.
 Irforman yang akan di datangi dalam penelitian ini adalah berupa tokoh 
 adat, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat biasa, PNS, serta lembaga 
 pemerintahan dalam lingkup Kabupaten Pangkep.Pada penelitian teknik 
 wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur atau biasa 
 juga disebut sebagai wawancara mendalam.Sebab dengan wawancara tak 
 terstruktur, informasi data dan fakta yang diungkap oleh informan tidak 
 terbatas oleh konstruk pemikiran dan pengetahuan peneliti.62 
h. Observasi 
 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 
 yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 
 psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 
 dan ingatan.63 Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 
 terang kepada sumber data, bahwa akan melakukan penelitian, sehingga 
 mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang  si peneliti. 
 Dengandemikian hubungan antara peneliti dengan apa yang diteliti tidak 
 dapatdipisahkan, validitas data sangat ditentukan oleh penelitiannya, oleh 
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 karenaitu dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk selalu cermat, tanggap 
 danmampu memberi makna fenomena yang terjadi dilapangan. 
i. Dokumentasi 
 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
 tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 
 benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, document, peraturan-
 peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.64 Hasil penelitian dari 
 observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika 
 didukung oleh dokumentasi.  
C. Informan 
 Informan merupakan orang yang mengetahui masalah dan terlibat langsung 
dengan masalah penelitian.Jadi dalam hal ini informan adalah untuk menggali 
informasih yang sesuai dengan objek penelitian.Dalam pemberian informasi atau 
data yang terkait dengan penelitian maka peneliti memiliki beberapa referensi 
informan.65 
1. Pak H. Paharudding Camat Liukang Tupabbiring 
2. SEKDES Mattinro Bombang 
3. Ibu Fatmawati sebagai ASN  
4. Ibu Ernawati selaku ASN 
5. Ibu Ida ASN 
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6. Pak Riswan masyarakat Desa Mattiro Bombang 
D. Sumber Data 
 Penelitian dilakukan dengna menggunakan dua jenis sumber data yang 
diperlukan yaitu: 
a.Data Primer 
 Data Primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang diperoleh dari 
 narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara 
 mendalam.66Pada peneltian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara 
 dan observasi di lapangan dengan informan. Dengan kata lain, peneliti dalam 
 hal ini mengunjungi langsung tempat-tempat yang dianggap oleh peneliti 
 dapat memberikan informasi terkait dengan apa yang menjadi rumusan 
 masalah pada penelitian ini.  
b. Data Skunder 
 Data skunder diperoleh dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan 
 berbagai literature-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan 
 tulisan ini.67Data Skunder adalah data yang dikumpulkan yang 
 dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh 
 ahli analisis dalam suatu desain riset yang baru. Seperti Jurnal terkait dengan 
 masalah yang akan diteliti penulis.68 
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E. Teknik Analisis Data  
1. Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya,dan mencari bila diperlukan.69 
2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraitan singkat, bagan, hubungan antara kategori,dan sejenisnya. 
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.70 
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 
Menurut Miles dan Huberman dalam harun Rasyid mengungkapkan, 
bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk 
mengartikan data yang ditampilkan dan melibatkan pemahaman 
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peneliti.71Kesimpulan yang ditetapkan pada tahap awal, didukung oleh 
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 
mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan kredibel.72 
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 
diambil dengan data teori pembanding tertentu melakukan proses member 
check atau melakukan proses pengecekanulang, mulai dari pelaksanaan 
pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, dan 
membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. 
4. Triangulasi Data 
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber yang telah ada.Bila peneliti melakukan 
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 
mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep dan Kepulauan 
1. Wilayah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan    
 Secara geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi 
seluruh wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,29 km2, luas wilayah 
tersebut meliputi : daratan seluas 898,29 km2 dan laut 4 mil seluas 11.464 km2. 
Luas wilayah tersebut merupakan penetapan dari dua Kementerian Lembaga 
Negara, yaitu masing-masing: luas darat menurut Permendagri No. 66 tahun dan 
luas laut menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan luas wilayah 
daerah otonom seluruh Indonesia. Dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
terdiri dari 13 kecamatan dengan 103 Kelurahan/Desa, kecamatan-kecamatan 
yangterdapat di Kabupaten Pangkajene danKepulauan yaitu:74 
1. Kecamatan Liukang Tangaya 
2. Kecamatan Liukang Kalmas 
3. Kecamatan Liukang Tupabbiring 
4. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 
5. Kecamatan Pangkajene 
6. Kecamatan Minasa Te‟ne 
7. Kecamatan Balocci 
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8. Kecamatan Tondong Tallasa 
9. Kecamatan Bungoro 
10. Kecamatan Labakkang 
11. Kecamatan Ma‟rang 
12. Kecamatan Segeri 
13. Kecamatan Mandalle 
 Dengan batas wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
adalah sebagaiBerikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan 
Madura, PulauNusa Tenggara dan Pulau Bali. 
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang 
struktur wilayahnyasecara geografis terdiri atas 2 (dua) bagian utama yang 
membentuk kabupaten ini, yaitu: 
1. Wilayah Daratan 
 Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai 
pegunungan, dimanapotensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan 
Kabupaten Pangkajene danKepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya Sumber 





itu potensi pariwisata alam yang`mampumenambah pendapatan 
daerah.Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauanyaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, 
Kecamatan Bungoro,Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma‟rang, Kecamatan 
Segeri, Kecamatan Minasate‟ne,Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan 
Mandalle.  
2. Wilayah Kepulauan 
 Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan 
wilayah yangmemiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, 
wilayah kepulauanKabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi 
wilayah yang sangat besar untukdikembangkan secara lebih optimal, untuk 
mendukung perkembangan wilayah KabupatenPangkejene dan Kepulauan.75 
2. Potensi Ekonomi dan Parawisata Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan  
 Pembangunan infrastruktur permukiman yaitu potensi ekonomi kreatif dan 
pariwisata, kedua potensi termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 
RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.Adapun Potensi Ekonomi Kreatif 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan 
dukungan infrastruktur Bidang Cipta Karya diantaranya : 
1. Kawasan Perdagangan di Kota Pangkajene di Kec. Pangkajene. 
2. Kawasan Industri Kabupaten Pangkep (KIPA) di Kec. Bungoro. 
                                                             
 
75Profil Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, Rencana Program Investasi Jangkah 





3. Kawsan Terminal Type B di Kota Pangkajene Kec. Bungoro. 
Untuk Potensi Pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang 
memerlukan dukungan infrasturktur Bidang Cipta Karya diantaranya: 
1. Kawasan Pariwisata Budaya Arajang (Bissu) di Kec. Segeri. 
2. Kawasan Pariwisata Alam Mattampa di Kec. Bungoro, kawasan ini 
merupakan     Salah satu Kawasan Strategis Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan dari segi  sudut kepentingan ekonomi. 
3. Kawasan Pariwisata Permandian Alam Amputtang di Kec. Segeri. 
4. Kawasan Pariwisata Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 
yaitu  Taman Purbakala Sumpang Bita, Gua Bulu Sumi di Kec. Balocci. 
5. Kawasan Taman Purbakala Cagar Budaya Makam Somba Labakkang di 
Kec.Labakkang. 
3. Demografi dan Urbanisasi 
 Pada Bagian ini berisikan pembahasan mengenai karakteriktik penduduk 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Jumlah Penduduk dan KK 
keseluruhan; Jumlah pendudukmiskin dan persebaran penduduk; Proyeksi 
pertumbuhan penduduk lima tahun kedepan; dan Jumlah penduduk perkotaan dan 
proyeksi urbanisasi. Kondisi dan perkembangan penduduk berperan penting 
dalam perencanaan pembangunan.Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan 
pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan 
mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomimasyarakat. 
Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi 





strategis dalam penentuan kebijakan.Berdasarkan angka proyeksi Badan Pusat 
Statistik, perkembangan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
periode tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 4,40%. Tahun 2010 
total jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 306.717 
jiwa dengan jumlah KK 61.343, meningkat menjadi 320.293 jiwa pada tahun 
2014, dengan jumlah KK 64.058. Komposisi penduduk Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan menurut jenis kelamin relative seimbang selama periode 2010-
2014, dimana persentase peningkatan jumlah penduduk pria periode 2010-2014 
sebesar 3,72%, yakni pada tahun 2010 jumlah penduduk pria sebanyak 147.423 
jiwa meningkat menjadi 154.608 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan persentase 
penduduk perempuan pada periode 2010-2014 meningkat sebanyak 4,01%. 
Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2010 sebanyak 159.294 jiwa meningkat 
menjadi 165.685 jiwa pada tahun 2014. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan. 
Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebanyak 0,99%. Dengan pertumbuhan 
linier, maka diperkirakan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 
2020 mencapai 345.812 jiwa.76 
 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan 
menggunakan formula (100–angka kemiskinan).Angka kemiskinan adalah 
persentase penduduk yang masuk kategori miskinterhadap jumlah 
penduduk.Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis 
kemiskinan.Gariskemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap 
                                                             
 
76Profil Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan, Rencana Program Investasi Jangkah 





bulan untuk memenuhi standarminimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan 
dan non pangan yang dibutuhkan oleh individuuntuk hidup layak.Data kemiskinan 
yang baik dapat digunakan untuk: 
1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki 
posisi mereka.77 
Table. 1. Presentase jumlah kemiskinan tahun 2011 sampai 2014. 
Tahun Jumlah Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 
2011 53.733 17,36% 
2012 52.300 16,62% 
2013 56.400 17,75% 
2014 52.600 16,38% 
2015 - - 
Sumber : TNP2K Tahun 2016 
4. Kondisi lingkungan Strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
a. Gambaran Topografi 
Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada ketinggian 
100-1000 m di ataspermukaan laut, kondisi topografi yang relatif 
berfariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:                              
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1. Dataran rendah (0-25 Mpdl) sebagian besar terletak di Kecamatan 
Pangkajene, Kecamatan Minasa Te‟ne, Kecamatan Bungoro, 
Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma‟rang, Kecamatan Segeri dan 
Kecamatan Mandalle. 
2. Dataran Tinggi (25-100 Mpdl) terletak di sebahagian wilayah 
Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan 
Segeri, Kecamatan Minasa Te‟ne dan Kecamatan Mandalle, 
terutama dibagian utara. 
3. Dataran Pegunungan (500-1000 Mpdl), sebahagian besar di 
Kecamatan Balocci, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan 
Kecamatan Tondong Tallasa atau pada bagian timur Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
4. Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan terutama pada Kecamatan Pangkajene, Labakkang, 
Ma‟rang, Segeri dan Mandalle, serta kecamatan kepulauan 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tergolong sebagai 
daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang 
Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas. 
b. Gambaran Geohidrologi 
 Keadaan hidrologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan 
 hasil observasilapangan dibedakan antara lain permukaan (sungai, rawa 
 dan sebagainya) dan air yang bersumberdi bawah permukaan (air tanah).





untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan dialiri oleh 5 (lima) sungai yang cukup besar yangmengalir dari 
timur ke barat  Pangkajene dan Kepulauan, sungai yang terpanjang 
adalahsungai Tabo-Tabo, sungai yang terdapat di Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan semuanyalangsung bermuara kelautan, sehingga airnya 
masih dipengaruhi oleh kondisi pasang surut.Potensi sumber daya air 
permukaan pada aliran sungai, selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
air bersih untuk keperluan air minum dan rumah tangga, juga dapat 
dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk kegiatan industri. Potensi sumber 
daya air selain dari aliran sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
dapat juga diperoleh dari: 
a. Air Tanah Dangkal 
 Air tanah dangkal sampai saat ini dimanfaatkan petani dengan 
 pembuatan sumur-sumur sementara untuk sumber air bagi pertanian 
 dan hortikultura sayuran.Penggunaan air tanah dangkal secara terbatas 
 oleh petani belum berdampak negatif, namun apabila penyedotan air 
 tanah dengan pompa mesin, maka perlu diantisipasi dari sekarang.Di 
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 6 (enam) lokasi mata air 
 dan 3 (tiga) lokasi diantaranya durap untuk dimanfaatkan sebagai bahan 
 baku air bersih. Ketiga sumber mata air ini dikelola oleh PDAM 
 setempat untuk keperluan air minum (air bersih).Mata air di daerah 
 Lejang dan kampung baru dijumpai pada Batu Gamping Formasi 





 daerah Camadodijumpai batuan Vulkanik dengan debit air 10-50 
 liter/detik. 
 b. Air Tanah Dalam 
 Air tanah dalam yang berada > 60 M dibawah permukaan tanah yang 
 disebut aquateer banyak terdapat di Kabupaten Pangkajene dan 
 Kepulauan, namun sampai pada saat inibelum ada informasi data 
 tentang berapa besarnya potensi air yang ada di lapisanaquateer.Air 
 tanah umumnya terdapat didaerah batuan induknya adalah batu 
 gamping.Air tanah dalam dapat dideteksi oleh para ahli geologi dengan 
 pompa mesin.Cadanganair tanah dalam yang disedot dengan sumur 
 pipa yang dalam bentuk air tanah dalamoleh PU pengairan telah 
 diinformasikan keberadaannya namun secara pasti belum adadatanya.
 Potensi air tanah dalam pada khususnya di daerah dataran rendah 
 bagian barat wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,  dapat 
 dibagi menjadi 6 (enam) berdasarkan sebaran ke dalam lapisan 
 pembawa air yaitu: 
1. Potensi air tanah pada kedalaman 25 meter, tahapan lapisan batuan 
11-62 ohmmeter. 
2. Potensi air tanah pada kedalaman 50 meter, tahapan jenis lapisan 
batuan 12-75ohm-meter. Potensi air tanah pada kedalaman 75 
meter tahapan jenis lapisanbatuan 12-75 ohm-meter. 






4. Potensi air tanah pada kedalaman 125 meter tahapan jenis lapisan 
batuan 15-86ohm-meter. 
5. Potensi air tanah pada kedalaman 150 meter tahapan jenis lapisan 
batuan 15-86ohm-meter. 
6. Data dan informasi mengenai sebaran sumber air tidak terdata 
dengan baik, sehinggatidak dapat diberikan gambaran secara 
statistik, namun berdasarkan pengamatan saatsurvey lapangan, 
maka dapat diberikan gambaran mengenai sebaran sumber 
air.Sebaran sumber air permukaan berupa danau atau waduk. Pada 
daerah sepanjangwilayah pesisir air tanah dapat diperoleh dengan 
kedalaman 2-8 meter.78 
B. Bentuk Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Patronase Masyarakat  
 di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep pada Pemilihan 
 Gebernur  di Sulawesi Selatan  
 Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang 
tidak seimbang antara patron di satu pihak dank lien di pihak lain. Ketidak 
seimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama 
atas sumber daya masyarakat. Karena tujuan masing-masing walaupun kedua-
duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang dalam konteks seperti ini 
scott. Patronasemewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling 
membutuhkan.Di satu pihak patron muncul sebagai individu yang mempunyai 
kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak 
                                                             
 






klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya 
yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu hubungan dalam konteks ini dapat 
dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran kepentingan”. Asumsi 
dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandaskan bahwa 
hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-
keuntungan dari hubungan mereka jalani. Paling tidak mekanisme ini seperti ini: 
kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada 
golongan klien atau bawahanya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, 
maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang 
patron.79 
Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan para pejabat masih 
saja sibuk mengurus kursi jabatan, lagi-lagi mereka melupakan rakyat melupakan 
soal rakyat, kondisi tersebut sanagatlah memprihatinkan.Hal tersebut masih salah 
satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politk di indonsia maka tidaka akan jauh 
dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai 
alat untuk mencapai kekuasaan dan harus dibayar dengan pengorbanan yang besar 
juga baik itu pikiran dan material.Akhirnya rakyat yang menjadi korbandari 
kondisi politik yang ada sekarang.Para birokrasi bangsa ini seperti masih teralalu 
sibuk untuk terus merebut kursi kekuasaan.80 
Salah satu contoh adalah bentuk politik aparatur sipil negara (ASN) dan 
patronase masyarakat di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep 
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pada pemilihan gebernur  di Sulawesi Selatan, keterlibatan apartur sipil Negara 
dalam konteks pemelihan dan melakukan dukungan secara terang-terangan atau 
menkampanyekan salah satu pasangan calon gebernur yang ada di Sulawesi 
Selatan telah menyalahi aturan sebagaimana aturan aparatur sipil Negara harus 
netral dalam pilkada, hal ini pun di sampaikan oleh Camat Liukang Tupabbiring, 
H. Paharuddin mengatakan bahwa: 
 ”Aparatur sipil Negara (ASN) itu sudah dituntut untuk netral dan tidak 
 terlibat dan mendukung salah satu diantara calon gebernur di Sulawesi 
 selatan ini, apabila di temukan aparatur sipil Negara yang terlibat dalam 
 politik misalnya atau menkampanyekan calon gebernur, mereka akan 
 diberi sanksi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Sebagai abdi 
 Negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk 
 kepentingan suatu kelompok atau golongan dari calon gebernur mana pun, 
 karena netralitas yang sepantasnya dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) 
 sebagai pelayan rakyat dan tidak lebih dari itu”.81 
 
Seperti yang dikatakan bapak paharuddin  Aparatur sipil Negara (ASN) itu 
sudah dituntut untuk netral dan tidak  terlibat dan mendukung salah satu diantara 
calon gebernur di Sulawesi  selatan, Sebagai abdi  Negara yang bekerja semata-
mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu kelompok atau 
golongan dari calon gebernur mana pun, karena netralitas yang sepantasnya 
dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan rakyat dan tidak lebih dari 
itu. Bapak Paharuddin sebagai Camat di kecamatan Liukang Tupabbiring sudah 
bisa melakukan patronase terhadap salah satu calon pada pemilihan gubernur di 
Sulawesi selatan karena memiliki kekuasaan, wewenang dan pengaruh.Seperti 
yang di katakan oleh Kuper bahwa patronase patronase bisa juga diartikan sebagai 
                                                             
 
81Hasil Wawancara dengan Pak H. Paharuddin Selaku  Camat Kecamatan Liukang 





pendistribusian sumber daya yang berharga berdasarkan kriteria politik. Ada 
patron yang memiliki kekuasaan dan ingin mempertahankannya, dan pada sisi lain 
ada klien yang berada pada posisi subordinat. Patron memerlukan dukungan suara 
dan dukungan politik dalam berbagai bentuk yang pada ujungnya terjadi 
hubungan transaksional.Dampak buruk dari sistem patron inilah, dalam konteks 
birokrasi, mendorong tindakan ilegal dari politisi maupun PNS untuk melakukan 
hubungan saling menguntungkan dan kewajiban membayar hutang politik kepada 
patron yang mengindahkan kepentingan publik82. 
Namun, Pahruddin sebagai salah satu patronase di kecamatan Liukang 
Tupabbiring justru mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatakan bahwa 
Sebagai abdi  Negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, 
bukan untuk  kepentingan suatu kelompok atau golongan dari calon gebernur 
mana pun,  karena netralitas yang sepantasnya dimiliki Aparatur Sipil Negara 
(ASN)  sebagai pelayan rakyat dan tidak lebih dari itu. Ini seudah sesuai dengan 
penenpatan dan tujuan dari fungsi jabatannya sebagai birokrasi yang harus netral 
dan tidak memihak. Seperti yang di jelaskan Sondang P Siagian birokrasi harus 
netral, artinya prinsip ini diinterpretasikan dengan mengatakan bahwa birokrasi 
pemerintah harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya , terlepas dari pengaruh 
partai politik manapun yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum.83 
Menurut penjelasan undang-undang aparatur sipil Negara diketahui bahwa 
dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagimana tercantum dalam alinea ke-4 
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pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 
diperlukn ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelengarakan pelayanan publik bagi 
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia berdasar pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional  
dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.84 
 Adanya kecenderungan ASN menjadi anggota atau  terlibat dalam politik 
tersebut dapat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya para ASN merasa 
bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai ASN belum memenuhi kebutuhan 
hidup sehingga ketika ada kesempatan untuk menjadi anggota atau pengurus calon 
gebernur tertentu, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan harapan 
akan ada pendapatan tambahan, selain itu pendapatan ASN sendiri relative tidak 
baik, dalam persoalan kualitas ini pun, masyarakat masih menilai negatif dan 
kinerja ASN masih dinilai buruk tidak baiknya kualitas SDM berkaitan pula 
dengan proses rekrutmennya yan tidak berhasil menjaring calon pegawai yang 
berkualitas. Namun ini berbeda dengan apa yang di katakana salah satu ASN ibu 
Fatmawati bahwa: 
“Keterlibatan ASN dalam praktik politik dan mendukung salah satu 
pasangan calon gebernur di Sulawesi selatan untuk memenangkannya di 
Kecamatan Liuakang Tupabbiring Kabupaten Pangkep karena beberapa 
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alasan yaitu untuk memenuhi hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 
untuk memilih dalam pemilihan tapi tidak sampai mengkampayekan ke 
masyarakat. Adapun alasan menambah pendapatan kebutuhan sehari-hari 
sebagai masyarakat pada umumnya saya sebagai ASN tidak terlibat akan 
hal itu. Selain dari adanya aturan ASN mengkampanyekan salah satu 
calon, untuk memenuhi pribadi saya sebagai ASN sudah merasa cukup 
dengan gaji saya.”.85 
 
 Tetapi hal lain yang di sampaikan pak Rahmat yang juga ASN di 
Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep beliau mengatakan bahwa: 
 “Ketidak netralan ASN dalam pemilihan gebernur di desa mattiro 
bombang kecamatan liukang  tupabbiring kabupaten pangkep mempunyai 
beberapa alasan yaitu:Adanya pandangan dari masyarakat khusunya 
masyarakat pedesaan yang  ada di Kecamatan Liukang Tupabbiring 
bahwa ASN adalah salah seorang yang sangat di hormati dan disegani. Hal 
ini tercipta karena seorang ASN yang mempunyai kebijakan dan 
masyarakat menaruh banyak harapan untuk kehidupan mereka yang lebih 
baik dan inilah kesempatan yang dimanfaatkan seorang ASN untuk terlibat 
dalam praktik politik disaat  pemilihan gebernur dengan memanfaatkan 
jabatanya sebagai ASN untuk mempengaruhi masyarakat pedesaan untuk 
mengikuti pilihan calon gebernurnya khusunya di Kecamatan Liuakang 
Tupabbiring Kabupaten Pangkep Ini”.86 
 
 Pentingnya menjaga netralisasi juga semestinya dijadikan suatu paham 
yang harus dijunjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan 
masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis, ini tentu harus 
dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua ASN agar tidak membuat sikap dan 
prilaku blunder sebagai salah satu staff yang secara hierakhi tentu ada alasannya, 
selagi hal tersebut masih dalam koridor dan konteks kedinasan, tentu harus di 
ikuti tetapi ketika mengarah ke masalah pribadi dalam hal ini seputar pemilkada, 
hukumnya adalah wajib tidak untuk diikuti, bahkan seorang ASN yang dirinya 
merasa dipaksa mengikuti suatu petunjuk atasan di luar garis kedinasan wajib 
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menolak sebab menjaga netralitas selaku abdi Negara haruslah bisa mampu 
menembus semua sector dan tidak terkooptasi dengan kelompok politk yang 
memanfaatkan kekuasaannya.87 Namun dalam konteks pemilihan gebernur di 
Sulawesi selatan khusunya di Kecamatan Liuakang Tupabbiring Kabupaten 
Pangkep jabatan sebagai ASN di manfatkan dalam politik yang mengakibatkan 
ASN tidak netral hal ini di sampaikan Ibu Ernawati sebagai ASN di kecamatan 
Liuakang Tupabbiring mengatakan bahwa: 
 “Pola pikir terbangun seorang ASN adalah harus patuh terhadap atasanya 
 hal ini dia harus mengikuti atasannya untuk ikut memihak salah satu calon 
 gebernur yang ada di Sulawesi Selatan lebih parahnya sikap seperti ini, 
 banyak sekali ditemukan dan sudah menjadi rahasia umum. Sikap 
 paragmatis yang dimiliki ASN mengakibatkan seorang ASN melakukan 
 hal apapun dan dengan segala cara agar bisa naik jabatan dengan 
 memanfaatkan pilgub dan menentukan pilhan kepada calon gebernur 
 tertentu bahkan menjadi tim sukses di daerahnya”.88 
 
 Reformasi birokrasi melalui penerapan manajemen ASN bukan semata-
mata menciptakan aparatur yang profesional dan handal dalam melaksanakan 
tugas-tugas pemerintahan.Melainkan juga dituntuk perubahan sikap mental, 
perilaku dan moral aparatur tersebut.Integrasi pejabat dan aparatur Negara perlu 
dijaga melalui pengawasan dan penindakan atau penyimpangan perilaku pejabat 
dan aparatur Negara berdasarkan norma-norma, standard dan kode etik yang telah 
ditetapkan. Penerapan norma, standard an kode etik tersebut sebagai upaya 
penegakan hukum yang wajub di terapkan secara adil dan tegas.  
Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, supremase hukum 
merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan suatu Negara dalam melaksanakan 
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tuga-tugas pemerintahan umum, dan bagi pelaksana pembangunan secara 
keseluruhan sesuai aturan yang ditetapkan  dan berorientasi pada kepentingan 
masyarakat. Supremase hukum juga sebagai kunci utama dalam mewujudkan 
pemerintahan yang bersih bebas korupsi, praktik KKN maupun perbuatan tercela 
lainnya. 
Lebih dari pada itu, upaya mewujudkan supremase hukum dan 
pemerintahan yang bersih membutuhkan dukungan masyarakat atau lembaga-
lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi kontrol yang kuat atas 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umumdan pembangunan oleh 
birokrasi.Keterlibatan mengkritisi upaya penyelewengan atau pejabat atau 
aparatur Negara merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.89 
 Jadi sikap tidak netral ASN sebagai bentuk panggilan moral dalam upaya 
menyelamatkan roda pemerintahan untuk masa 5 tahunan kedepan, kita 
menyaksikan bersama, berapa banyak ASN yang terlibat dalam politik pada 
pemilihan gebernur khusunya yang ada di kecamatan Liukang Tupabbiring 
Kabupaten Pangkep Ini”. Hal ini di sampaikan oleh pak Riswan sebagai 
masyarakat di kecamatan Liukang Tupabbiring beliau mengatakan bahawa: 
“ASN yang melakukan politik dengan cara mempengaruhi masyarakat 
desa untuk memilih pilihannya dan yang di harapkan kenaikan  pangkat 
ketika pasangan calon gubernurnya terpilih”.90 
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 Jadi bentuk Aparatur Sipil Negara dalam Patronase masyarakat Desa 
Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep pada 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan .menurut analisis penulis yang di peroleh di 
lapangan mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis memenangkan salah 
satu calon Gubernur, penulis melihat ASN tdk terlibat langsng dalam politik 
praktis itu. Seperti yang di katakana oleh Pak Camat Liukang Tuppabirig. 
Aparatur sipil Negara (ASN) itu sudah dituntut untuk netral dan tidak  terlibat 
dan mendukung salah satu diantara calon gebernur di Sulawesi  selatan ini, 
apabila di temukan aparatur sipil Negara yang terlibat dalam  politik 
misalnya atau menkampanyekan calon gebernur, mereka akan  diberi sanksi 
sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 
 Namun ada sebagian kecil ASN yang terlibat dalam patronase masyarakat 
di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring kabupaten 
Pangkep.Itu di karena panggilan kebutuhan ekonomiyang tidak mencukupi 
sebagai ASN, adanya celah memamfaatkan kedudukannya sebagai ASN yang 
tergolong mempunyai Patronase masyarakat di sekitar rumah ASN menimbulkan 
niat untuk mendukung salah satu calon pada pemilihan Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
Selain dari itu adanya kedekatan emosional ASN dengan elit politik yang ada di 
kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep yang mempunyai pilihan 
yang sama dalam pemilihan calon Gubernur Sulawesi Selatan itu menjadi ruang 





 Adapun bentuk Patronase yang di lakukan ASN di Kecamatan Liukang 
Tuppabiring dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, seperti yang di katakan 
masyarakat setempat itu dengan „dengan cara mempengaruhi  masyarakat Desa 
untuk memilih pilihanya. 
 
C. Dampak Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam 
 Patronase Politik  diKecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep 
 dalam Pemilihan Gebernur di Sulawesi Selatan  
 Birokrasi dan politik merupakan suatu yang krusial untuk dipahami karena 
secara prinsip karena keduanya selalu menghadirkan karakter yang 
berbeda.Birokrasi bukanlah entitas homogeny, netral dan terisolasi dari dinamika 
politik terutama pada pesta demokrasi.Studi tentang berpolitikan birokrasi 
(bureaucratic politic) sebenarnya multi dimensional, multi paradigma. Kajian 
tersebut bisa meliputi aras individual (actor-aktor) atau kelompok (interes group) 
aras organisasi. Weber mengingatkan adanya pemisahan antara birokrasi dan 
politik sebagai penopang dalam mewujudkan netralitas birokrasi.Realitasnya 
birokrasi dan politik merupakan dua hal yang berada dalam satu atap namun 
karena masing-masing memiliki logika yang berbeda sering kali memunculkan 
dilema khusunya bagi birokrasi dalam hal ini adalah birokrat.Hubungan yang 
terjadi anatara birokrasi dan politik dalam teori Weber merupakan birokrasi ideal 
dan rasional yang muncul atas dasar kaidah-kaidah hukum.91Ketrlibatan ASN 
dalam politik praktis tentunya dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk 
mempengaruhi masyarakat. Posisi ASN yang cukup strategis dan dipandang di 
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masyarakat tentunya akan memudahkan calon dalam meraih dukungan dan 
berharap besar dalam pilkada. Hal ini di sampaikan Bu Sekdes mattinro Bombang 
bahwa: 
 ”pemilihan Gebernur di Sulawesi selatan khusunya daerah pemilihan 
Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 
Pangkep, ASN  yang terlibat dalam praktis politik akan diberikan sanksi 
mengingat aturan yang berlaku tentang kenetralan ASN dalam pilkada 
khusunya saat itu masa-masa-masa pilgub jadi semua ASN yang telibat 
dalam politik praktis sudah  dilaporkan ke Bawaslu.Sanksi yang 
diberikan menurut Panwaslu berupa penurungan pangkat bahkan 
pemecatan kalau pelanggarannya berat”.92 
 
 Birokrat yang beretika akan menjaga harkat dan moralnya, moral yang 
tinggi memberikan efek positif dalam kinerja, kondisi birograsi saat dipengaruhi 
oleh karakter birokrat yang ada di dalamnya, sehingga membutuhkan peningkatan 
karakter yang beribawah dan berkualitas dalam merubah paradigma yang 
berkembang di dalam birokrasi Indonesia.93 
 Politisasi birokrasi kerap dilakukan incumbent maupun tim sukses untuk 
mengintervensi birokrasi melalui program, atau kegiatan dan mobilisasi ASN. 
Salah satunya melalui penempatan jabatan seperti mutasi, demosi dan promosi. 
Bentuk politisasi birokrasi lain yang sering digunakan adalah pemanfaatan 
program dan anggaran. Pengunaan dana publik. Melalui dana hibah dan bantuan 
kerap dimanfaatkan incumbent untuk kampanye. Hal ini di sampaikan ibu ida 
selaku ASN di kecamatan Liukang Tupabbiring kabupaten Pangkep mengatakan 
bahwa: 
 “Pelanggaran netralitas ASN yang kerap memiliki motif politik dengan 
 kandidat kepala daerah.Biasanya ASN ingin mencapai jabatan tertentu 
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 atau mempertahankan posisinya yang sudah strategis.Padahal, hal itu 
 tidaklah dibenarkan dilakukan oleh ASN.Karena ASN merupakan bagian 
 penting dalam penyelengara administrasi pemerintah.ASN mrupakan 
 orang yamg bekerja untuk Negara dan digaji oleh Negara dan memberikan 
 pelayanan publik bagi masyarakat”.94 
 
 Upaya menjaga netralias ASN dari pengaruh partai politik, asas ini inilah 
yang berhubungan dengan larangan berpolitik, menurut undang-undang nomor 5 
tahun 2014 tentang tentang apartur sipil Negara dilarang menjadi anggota dan 
pengurus partai politik. Jika ada ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai 
politik, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat. Namun selam ini ASN 
tidak bisa bersikap netral karena muda terbawah arus politik dan perlu melakukan 
lobi untuk mendapatkan promosi jabatan.Perbuatan oknum ASN dalm 
mendukung pasangan calon gebernur.ASN yang terlibat dalam rana 
perpolitikan.Hal itu terjadi di pangkep, yang menjadi salah satu daerah yang ikut 
serta dalam pemilihan serentak.Dengan bentuk pencegahan pelanggaran netralitas 
ASN tersebut, tetapi masih saja ada yang terlibat ASN politik praktis dengan 
melakukan dukungan kepada salah satu calon gebernur dengan hasil laporan dari 
masyarakat.Keterlibatan ASN lingkup pemerintahan daerah khusunya di Desa 
Mattiro Bombang kecamatan Liuakang Tupabbiring kabupaten pangkep dengan 
melanggar aturan yang dimana setiap ASN yang terlibat dalam politik dan 
melakukan kampanye terhadap pasangan calon gebernur akan diberi sanksi. 
Hukum yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ASN ialah 
teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji 
berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai 
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hukuman, pembebasan tugas dan pemberhentian. Selain dari pada keharusan, 
larangan, sanksi dalam peraturan disiplin ASN juga diatur tentang pejabat yang 
berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan tata cara mengajukan 
keberatan/pembelaan, apabila seorang ASN tidak menerima disiplinyang 
dijatuhkan kepadanya.95 
 Wakil Bupati Pangkep dan Kepulauan meminta panitia pengawas 
pemilihan umum (PANWASLU) kabupaten Pangkep, untuk tegas dan menindak 
ASN yang terbukti tidak netral dalam putaran pilkada gebernur 2018.Ia pun 
meminta PANWASLU bekerja sebagai aturan yang ada jika ditemukan ada ASN 
yang terlibat politik dan tidak netral ia meminta PANWASLU memindak tegas 
ASN tersebut. Namun PANWAS pangkep menerima rekomendasi dari komisi 
aparatur sipil Negara (KASN), sebanyak 17ASN yang melakukan pelanggaran 
kedo etik terkait netralitas ASN dalam pilgub sulsel tahun 2018 namanya termuat 
dalam rekomendasi dengan nomor R-1234/KASN/6/2018. Paska pengukuhan tim 
pejuang perempuan (TPP) NH-Aziz di posko GNH-17 pangkep. PANWASLU 
memanggil sekitar 17 orang ASN lingkup kabupaten Pangkep atas dugaan tidak 
netral di pilkada.Sebagai ASN seharunya memberikan contoh yang baik dalam 
mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku, di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya 
ASN diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya 
pemberian tugas kedinasan itu merupakan kepercayaan dari atasan yang 
berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan 
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sebaik-baiknya karena sudah menjadi konsekuensi seorang ASN tersebut. Jika 
mau terlibat dalam politik atau mencalonkan diri sebagai pejabat Negara atau 
kepala daerah maka terlebi dahulu melakukan pengunduran diri sebagai ASN. 
 Jadi dampak Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam 
Patronase Politik  di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep  dalam 
Pemilihan Gebernur di Sulawesi Selatan seperti yang di katakana Wakil Bupati 
Pangkep akan menindak dengan tegas ASN yang terbukti tidak netral dalam 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun bentuk tindakan  yang di berikan 
kepada ASN yang terlibat dalam praktik politik akan di berikan sangsi mengingat 
aturan yang berlaku tentang kenetralan ASN dalam pilkada khususnya saat itu 



















A. Kesimpulan  
 Dari hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dari, “Aparatur 
Sipil Negara dan Patronase Masyarakat Kepulauan (Studi Kasus Pemilihan 
Gebernur Sulawesi Selatan di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 
Pangkep) yaitu: 
1. Bentuk Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Patronase Masyarakat  di 
Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep pada Pemilihan 
Gebernur  di Sulawesi Selatan  
 Dalam undang-undang nomor 5 tahunn 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara.Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah di tuntuk untuk netral 
dan tidak terlibat dalam mendukug salah satu calon Gubernur Sulawesi 
Selatan.Dan ini juga di sadari oleh sebagian ASN yang ada di Desa 
Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten 
Pangkep.Namun tidak bisa di pungkiri dalam pemenuhan kebutuhan ASN 
memamfaatkan dirinya sebagai ASN yang cukup mempunyai patronase di 
masyarakat untuk ikut mendukung salah satu calon Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
2. Adapun cara ASN melakukan politik dengan cara mempengaruhi 
masyarakat Desa untuk memilih pilihanya. 
Dampak Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat 
dalam Patronase Politik  di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten 





katakana Wakil Bupati Pangkep akan menindak dengan tegas ASN yang 
terbukti tidak netral dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun 
bentuk tindakan  yang di berikan kepada ASN yang terlibat dalam praktik 
politik akan di berikan sangsi mengingat aturan yang berlaku tentang 
kenetralan ASN dalam pilkada khususnya saat itu masa-masa pilgub akan 
di turunkan pangkatnya bahkan pemecatan. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Aparatur Sipil Negara ASN harus bersifat netral sebagaimana Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara dilarang 
menjadi anggota dan pengurus partai politik. 
2. Keterlibatan ASN lingkup pemerintahan daerah khusunya di Desa Mattiro 
Bombang Kecamatan Liuakang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dengan 
melanggar aturan yang dimana setiap ASN yang terlibat dalam politik dan 
melakukan kampanye terhadap pasangan calon gebernur akan diberi 
sanksi pemecatan secara tidak terhormat. 
3. Pelanggaran netralitas ASN yang kerap memiliki motif politik dengan 
kandidat kepala daerah. Biasanya ASN ingin mencapai jabatan tertentu 
atau mempertahankan posisinya yang sudah strategis. Padahal, hal itu 
tidaklah dibenarkan dilakukan oleh ASN. Karena ASN merupakan bagian 
penting dalam penyelengara administrasi pemerintah. ASN mrupakan 
orang yamg bekerja untuk Negara dan digaji oleh Negara dan memberikan 





4. Pemerintah daerah Pangkep dan Kepulauan hendaknya meningkatkan 
pengawasan kepada ASN agara selalu menerpkan jati dirinya sebagai abdi 
Negara dan abdi masyarakat  
5. Pemerintah Pangkep dan Kepulauan seharusnya mengefaluasi ASN yang 
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Lampiran pertanyaan  
 Rumusan masalah pertama  
1. Bagaimama bentuk politik aparatur sipil Negara (ASN) dan patronase 
masyarakat kepulauan di Kecamatan Liukang Tubaring Kabupaten 
Pangkep pada pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan 
a. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
b. Dimana daerah di Kecamatan Liukang  yang tidak netral dalam 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
c. apa yang menyebabkan ASN harus netral dalam pemilihan 
Gubernur Sulawesi Selatan 
d. apa konseksenwensi yang terjadi ketika ASN tidak netral dalam 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
e. adakah daerah di kecamatan liukang yang ASN tidak netral dalam 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
2. Dampak terhadap aparatur Sipil Negara (ASN ) yang terlibat patronase di 
Kecamatan Liukang Tubaring Kabupaten Pangkep pada pemilihan 
gubernur di Sulawesi Selatan 
a. Sangsi apa yang diberikan terhadap ASN yang terlibat politik 
praktis di desa Mattiro 
b. Apa alasan ASN di Kecamatan Liukang terlibat politik praktis 
c. Adakah masyarakat di Kecamatan Liukang diajak oleh salaah satu 
ASN untuk memilih salah satu calon dalam pemilihan gubernur 
Sulawesi Selatan 
d. Adakah ASN di Kecamatan Liukang yang terbukti terlibat politik 
praktis dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
e. Adakah masyarkat yang melaporkan ASN di kecamatan Liukang 








Wawancara dengan ibu Fatmawati selaku ASN 
 






Wawancara dengan Pak Rahmat sebagai ASN 
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Perjalanan ke Kecamatan Liukang Tupabbiring 
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